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Abstrak 
Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pergub Sumatera Utara Nomor 29 
Tahun 2020 terkait peningkatan pelaksanaan tugas kepegawaian di Biro Administrasi Pimpinan serta 
mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori 
dari Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, untuk menilai 
keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Data-data dikumpulkan melalui observasional, 
wawancara mendalam, dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif.  Kajian ini menyimpulkan bahwa 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pergub No. 29 Tahun 2020 dalam meningkatkan 
pelaksanaan tugas pegawai di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara 
belum optimal. Meskipun komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi berjalan cukup baik, terdapat 
hambatan utama pada sumber daya manusia, di mana sebagian pegawai belum kompeten, terutama 
yang berusia lanjut, sehingga kesulitan memahami teknologi dan kurang menyadari tugas serta 
fungsinya. Selain itu, kurangnya pelatihan dan sosialisasi menambah kesulitan dalam meningkatkan 
kapasitas pegawai. Keterbatasan sumber daya manusia dan terbatasnya untuk menambah ASN baru 
juga menjadi faktor penghambat, sehingga biro menambah tenaga honorer untuk mengisi kekurangan. 
Kata kunci: Implementasi; Biro Administrasi Pimpinan; Peraturan Gubernur 

 

Abstract  
This article or writing aims to determine the implementation of North Sumatra Gubernatorial Regulation 
Number 29 of 2020 regarding improving the implementation of personnel duties in the Leadership 
Administration Bureau and identifying the inhibiting factors. In order to approach this problem, a 
theoretical reference from Edwards III, namely communication, resources, disposition and bureaucratic 
structure, is used to assess the success of the policy implementation. Data was collected through 
observation, in-depth interviews, documentation and analyzed qualitatively.  This study concludes that the 
research results show that the implementation of Gubernatorial Regulation no. 29 of 2020 in improving 
the implementation of employee duties in the North Sumatra Province Regional Secretariat Leadership 
Administration Bureau has not been optimal. Even though communication, disposition and bureaucratic 
structure work quite well, there are major obstacles in human resources, where some employees are not 
yet competent, especially those who are elderly, so they have difficulty understanding technology and are 
less aware of their duties and functions. In addition, the lack of training and socialization adds to the 
difficulty in increasing employee capacity. Limited human resources and limited opportunities to add new 
ASN are also inhibiting factors, so the bureau is adding honorary staff to fill the shortage. 
Keywords: Implementation; Head Administration Bureau; Governor’s  Regulation 
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PENDAHULUAN  

Organisasi di lingkungan pemerintahan Sumatera Utara, melakukan tugas, fungsi, dan  

deskripsi tugas pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 

Utara telah diatur pada Pergub Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, 

uraian tugas dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Marsuyetno & Harahap, 

2013; Saragih et al., 2019; Syahputra et al., 2019). Kebijakan tersebut dimaksud untuk 

meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan kegiatan 

atau program disetiap bagian kerja di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara. Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat 

diteliti pada tingkat program tertentu (Koko Indra Kesuma, 2014; Kusumajati & Kurniawan, 

2019; Siregar et al., 2022).  

Tanggung jawab Pimpinan Badan Pengelola diatur dalam Pergub Sumatera Utara Tahun 

2020 Nomor 29 tentang tanggung jawab, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Sekretariat Daerah 

Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan Kebijakan, 

pelaksanaan, koordinasi, tindak lanjut, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dan 

kepegawaian Sekretariat Daerah, penyiapan bahan dan komunikasi untuk pimpinan, risalah, misi 

dan pelayanan tamu bagi ordo dan pimpinan daerah (Junaidi et al., 2020; Rahayu Hs et al., 2022). 

Pada Biro administrasi pimpinan dipimpin oleh Kepala Biro administrasi dan dibawahnya 

terdapat tiga Kabbag yakni Kabbag perencanaan dan kepegawaian, Kabbag materi dan 

komunikasi pimpinan, dan Kabbag keprotokolan, yang dimana masing-masing bagian dibagi lagi 

menjadi 3 subbagian yang masing-masing subbagian dipimpin oleh Kepala subbagian. Tugas dan 

tanggung jawab masing-masing bidang telah diatur sesuai dengan posisinya masing-masing 

(Rahman, 2022; Saragih et al., 2019). Berdasarkan ketetapan tugas dan fungsi yang telah diatur 

dalam melakukan kegiatan maka semakin mudah pula untuk menjalankan dan menyelesaikan 

pekerjaan tersebut, dikarenakan sudah mengetahui masing-masing tugas dan tanggung jawab 

diberikan (Lestari et al., 2019; Tarigan et al., 2019). Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Gubernur 

Sumut No. 29 pada tahun 2020, kader dan karyawan pada dasarnya akan melakukan pekerjaan 

dengan baik pada Biro Administrasi Pimpinan, namun peneliti melihat masih belum sepenuhnya 

dapat dilaksanakan dengan optimal, mengingat luasnya uraian tugas dan banyaknya beban  kerja 

yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pegawai di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan 

(Lestari & Husna, 2022; Pasaribu, 2014). Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hal 

penting dalam membantu mengimplementasikan kebijakan Pergub Sumatera Utara Nomor 29 

Tahun 2020 dalam melaksanakan uraian tugas yang telah ditetapkan (Haraventa & Suri, 2020; 

Herlina et al., 2020; Karnaen & Dalimunthe, 2022). Namun, peneliti melihat masih kurangnya 

kompetensi sebagian pegawai dalam menjalankan tugasnya, seperti dalam hal administratif dan 

terdapat dibagain protokol yang kekurangan protokoler MC dikarenakan kurangnya pelatihan 

tentang Keprotokolan. Kemudian, terdapat pegawai yang tidak mengetahui apa saja tugas dan 

fungsi dibagian ia ditempatkan. 

Beberapa penelitian relevan mendukung kajian ini. Vivi Ariska pada tahun 2018 meneliti 

implementasi Pergub Sumut No. 32 Tahun 2017 di Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut 

dengan metode kualitatif deskriptif, yang menunjukkan implementasi kebijakan berjalan baik 

berkat kepatuhan terhadap SOP dan komunikasi yang efektif. Suharyono pada tahun 2017 

meneliti dampak Pergub No. 34 Tahun 2010 di UPT Dinas Keuangan dan Aset Serang 

menggunakan pendekatan kualitatif, dan hasilnya menunjukkan implementasi yang baik. Dwi 

Cahyanti pada tahun 2018 meneliti implementasi Pergub No. 111 Tahun 2016 di UPT Pelatihan 

Kerja Surabaya dengan metode kualitatif deskriptif, menemukan pelatihan kerja belum sesuai 

dengan kebijakan. Zurnilawai Z.CAN pada tahun 2019 meneliti implementasi Peraturan Wali 

Kota Tanjungbalai No. 26 Tahun 2016 dengan metode kualitatif, yang menunjukkan 

implementasi belum optimal dalam hal komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. 
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Atas dasar tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Pergub 

Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 terkait peningkatan pelaksanaan tugas kepegawaian di 

Biro Administrasi Pimpinan beserta faktor penghambatnya. implementasiannya menggunakan 

indikator implementasi yaitu teori Edwards III komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 

birokrasi, untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk 

menganalisis Implementasi Pergub Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 terkait peningkatan 

pelaksanaan tugas pegawai di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu. Subjek penelitian 

terdiri dari tiga jenis informan: kunci, utama, dan tambahan. Informan kunci berperan penting 

dalam memberikan informasi mendalam mengenai masalah penelitian, sementara informan 

utama dan tambahan memberikan data teknis serta dukungan yang diperlukan untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. 

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi awal dilakukan 

untuk memahami lokasi dan konteks penelitian secara mendalam. Kedua, wawancara mendalam 

digunakan untuk menangkap pengalaman dan pendapat informan, yang menjadi dasar penting 

dalam proses analisis. Ketiga, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tambahan dari 

berbagai dokumen, arsip, dan laporan yang relevan, sehingga mendukung validitas penelitian. 

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman, yang 

terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk secara sistematis menyaring, 

menyajikan, dan menganalisis data yang diperoleh, sehingga dapat mencapai tujuan penelitian 

dengan efektif dan akurat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020  
Hasil dilapangan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni data diperoleh 

melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kewenangaan menjawab sejumlah 

pertanyaan lalu dapat ditarik kesimpulan atas informasi yang diperoleh peneliti. Informan dalam 

penelitian ini berjumlah 6 orang pegawai ASN dan 2 orang tenaga honorer di Biro Administrasi 

Pimpinan Sekretariat daerah provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini tidak hanya memperoleh 

data primer saja melainkan terdapat data sekunder untuk mendukung serta membantu 

menjelaskan hasil wawancara dengan para pegawai melalui tingkat karakteristik jawaban 

narasumber. Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber di Biro 

Administrasi Pimpinan SetdaProvsu, penulis menganalisis satu persatu masing-masing jawaban 

narasumber sehingga dapat diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut: 

 
1. Komunikasi 

Komunikasi merupakan sesuatu yang sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai 

tujuan dari implementasi pergub (Indriyanti et al., 2022). Implementasi berhasil terjadi ketika 

pembuat keputusan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga setiap keputusan untuk 

menerapkan kebijakan dan peraturan perlu ditingkatkan atau dikomunikasikan ke bagian 

personalia yang sesuai. Berdasarkan wawancara dengan narasumber di Biro Administrasi 

Pimpinan bahwa komunikasi yang diterapkan di Biro Administrasi Pimpinan sudah berjalan 

dengan baik, yang dimana pola komunikasi di Biro Adminisitrasi Pimpinan bersifat berjenjang 

mulai dari kepala Biro menyampaikan tugas ke Kepala bagian lalu ke kassubag dan disampaikan 

ke para staf sesuai bagiannya serta pemahaman pegawai akan tugas dan tanggung jawabnya dan 

terlebih para pegawai di Biro Administrasi Pimpinan sudah kenal cukup lama sehingga 

membentuk yang namanya kekeluargaan yang membuat pelaksanaan komunikasi tersebut 

berjalan dengan baik, sehingga mempengaruhi keberhasilan implementasi peraturan Gubernur 
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Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 dalam rangka meningkakan pelaksanaan tugas di Biro 

Administrasi Pimpinan SetdaProvsu. 

 
2. Sumber daya 

Sumber daya merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan implementasi kebijakan 

(Fahmi et al., 2023), sumber daya menurut Edward III dibagi lagi menjadi empat bagian yakni 

staf, informan, wewenang, fasilitas. Berdasarkan wawancara dengan narasumber di Biro 

Administrasi Pimpinan bahwa Sumber daya dalam membantu mengimplementasikan Peraturan 

Gubernur Sumatera Utara No. 29 Tahun 2020, bahwa masalah yang sering dikatakan yakni 

sumber daya manusianya yang kurang dan terbatas dalam hal keahlian maupun skill, 

dikarenakan beban kerja yang baru namun orang-orang di dalamnya masih yang lama dan tidak 

adanya penambahan sumber daya manusia yang baru, terlebih kurangnya diklat-diklat terbaru 

untuk menambah kapasitas dan untuk melaksanakan tugas tersebut pegawai yang lama dipacu 

untuk terus memahami akan tugasnya.  Usia pegawai juga menjadi masalah dikarenakan usia 

pegawai yang rata-rata sudah mencapai usia menengah ke atas, sehingga meraka sulit untuk 

memahami dan mengikuti perkembangan zaman dalam hal menggunakan teknologi, walaupun 

pendidikan sudah merata namun masih banyak juga yang belum mempunyai skill disebagian 

bagian dalam menjalankan tugasnya sehingga diperlukannya tenaga pembantu atau tenaga 

honorer untuk membantu mereka bekerja. 

Tabel 1 
Kelompok Usia Produktif dan Usia Non-produktif 
Usia (Tahun) Kelompok Usia 
15-24 Tahun Usia Muda 
25-34 Tahun Pekerja Awal 
35-44 Tahun Paruh Baya 
45-54 Tahun Pra-Pensiun 
55-64 Tahun Pensiun 
65+ Tahun Usia Lanjut 

Sumber: https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/kelompok_usia 

3. Disposisi 
Sikap para pelaksana kebijakan merupakan hal penting dalam pendekatan mengenai 

pelaksanaan kebijakan publik (Syari & Kadir, 2020). Agar implementasi peraturan menjadi 

efektif. Berdasarkan wawancara dengan narasumber di Biro Administrasi Pimpinan bahwa 

mereka sudah cukup komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dikarenakan 

terdapat yang namanya tambahan tunjangan pegawai yang membuat mereka sadar dan bersikap 

lebih profesional dalam upaya menciptakan keberhasilan implementasi Peraturan Gubernur No. 

29 Tahun 2020. SKP (Sasaran Kerja Pegawai) yang dibuat disetiap akhir tahun menjadi penilaian 

mereka untuk memperoleh apakah mereka mampu menyelesaikan target kerja tersebut atau 

tidak, sehingga hasilnya nanti yang menentukan apakah mereka mendapatkan TTP atau tidak, 

seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Sarah Feby Kartika, S.IP selaku staf pegawai ”Kalau 

pemotongan SKP itu 2,5% dari tunjangan” Bahwa apabila pegawai tidak memenuhi sasaran kerja 

(SKP) yang telah ditetapkan maka akan terkena pemotongan tunjangan sebesar 2,5%. Walaupun 

masih terdapat pegawai yang santai maupun berleha-leha dalam menjalankan tugasnya tetapi 

kalau memang terdapat kata deadline yang harus disegerakan diselesaikan maka bisa tidak bisa 

mereka harus menyelesaikannya. 

 
4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi adalah elemen krusial pada keberhasilan implementasi kebijakan yang 

dimana struktur organisasi, Standart Operasional Prosedur (SOP), dan pengawasan merupakan 

salah satu hal yang penting selanjutnya dalam pengimplementasian kebijakan (Dongoran, 
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Hamdani Harahap, Tarigan, 2018; Syari & Kadir, 2020). Berdasarkan wawancara dengan 

narasumber di Biro Administrasi Pimpinan bahwa struktur organisasi pada Biro Administrasi 

Pimpinan berbentuk garis yang dimana dipimpin oleh satu orang kepala biro lalu dibawahnya 

terdapat tiga kabbag yakni kabbag perencanaan dan kepegawaian setdah, kabbag materi 

dan komunikasi pimpinan dan kabbag protokol lalu dibawahnya terdapat masing-masing 

kepala subbagian, yang dimana pembagian pelimpahan wewenang langsung secara vertical dan 

sepenuhnya dari kepemimpinan kepada bawahan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan berpedoman pada tupoksi dan uraian 

tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020. Dalam segi 

SOP pegawai di Biro Adminstrasi Pimpinan juga sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

SOP di bagiannya masing-masing, dikarenakan SOP di setiap bagian berbeda-beda sehingga yang 

melakukan pengawasan kepala bagianya masig-masing dan diawasi juga oleh kepala Biro. 

Sehingga dapat dikatakan struktur birokrasi di Biro administrasi pimpinan sudah cukup 

memadai sehingga tidak terjadi kurangnya koordinasi di antara stakeholder, kerjasama team 

sehingga tidak menghambat jalannya implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 29 

Tahun 2020. 

Faktor penghambat Implementasi 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah peneliti wanwancarai 

di lapangan, bahwa peneliti dapat menyimpulkan terkait faktor-faktor apa saja yang menjadi 

penghambat dalam pengimplementasian peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 di Biro 

Administrasi Pimpinan berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari masing-masing 

jawaban informan, adapun faktor penghambatnya yakni: 

a. Terdapat keterbatasan Sumber daya manusia yang pegawai ASN nya kurang memiliki 

keahlian dalam hal menguasai teknologi, dikarenakan rata-rata pegawai di Biro Administrasi 

Pimpinan sudah usia menengah ke atas sehingga mereka sulit untuk memahami penggunaan 

alat-alat teknologi salah satunya penggunaan komputer. 

b. Kurangnya diklat-diklat serta sosialiasi yang terbatas tentang pekerjaan pada Biro 

Administrasi Pimpinan dalam meningkatkan kapasitas pegawai, sehingga pegawai di Biro 

Administrasi Pimpinan kurang dalam memahami dan mempelajari tugas dan tanggung 

jawabnya untuk meningkatkan kemampuan/skill kerja mereka pada masing-masing bagian 

yang telah ditetapkan. 

c. Tidak ada kesempatan untuk menambah pegawai ASN yang baru sehingga untuk menutupi 

kekuarangan itu mereka menambah tenaga kerja pembantu (Honorer), semakin banyak 

tenaga honorer maka semakin terlihat jelas tidak kompetennya pegawai ASN di Biro 

Administrasi Pimpinan. 

 

SIMPULAN  

Hasil penelitian berdasarkan melalui wawancara informan serta penyajian data dan 

pembahasan yang diperoleh, dengan teori yang digunakan yaitu teori Edward III yang terdapat 4 

indikator yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk mengetahui 

implementasi Pergub No. 29 tahun 2020, bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas 

pegawai di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara belum 

sepenuhnya terimplementasikan dengan baik, dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan 

salah satunya sumber daya manusianya yang sebagian belum kompeten dan rata-rata usianya 

sudah menengah keatas sehingga mereka sulit untuk memahami dan mempelejari  penggunaan 

alat-alat teknologi dan masih belum sepenuhnya sadar akan tugas dan fungsinya, dan juga 

kurangnya diklat-diklat serta sosialisasi tentang pekerjaan di Biro Administarsi Pimpinan 

membuat mereka kurang dalam memperoleh pelatihan-pelatihan untuk melatih kemampuan 

mereka dalam bekerja. Sedangkan terkait komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi sudah 
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cukup berjalan dengan baik dan efektif serta permasalahan-permasalahan kecil mereka mampu 

mengatasinya.  

Sedangkan faktor penghambat dalam pengimplementasin Pergub No.29 Tahun 2020 yakni 

Terdapat keterbatasan Sumber daya manusia yang pegawai ASN nya kurang memiliki keahlian, 

Kurangnya diklat-diklat serta sosialiasi yang terbatas tentang pekerjaan dalam meningkatkan 

kapasitas pegawai, Tidak ada kesempatan untuk menambah pegawai ASN yang baru, sehingga 

untuk menutupi kekuarangan itu mereka menambah tenaga kerja pembantu (Honorer). 
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